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garaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan L mbaran

Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)'

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 4340)-

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 t ntanc

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuhlik Ind n ia

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATISUMBAWABARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020;

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2020

BUPATISUMBAWABARAT
PROVINSINUSATENGGARABARAT

PERATURANBUPATISUMBAWABARAT

NOMOR 33 TAHUN2021

TENTANG

\

Mengingat

Menimbang
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7) sebagaimanarlik lnd n SI

mbaranh
ublikfa

2014 tent n12. Undang-Undang Nomor 23 Tabu

m ri ahan Daerah (L mara

T' hun 20 4

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repu li
Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Indr n T hun 2004 om r 5, T mbs h' n Lcmbara n

ara R publik Indonesia omor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambah an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

g fa [Lc- har a IPcr l .n Ie h.ir: t n

>T or ntang

R p IbIjk
:111\111 200l 1 .111' l tl III "



Dipindai dengan CamScanner

3

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor4575);

1 . P r turan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

K dudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nornor 2010, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4028);

t -lnh liul ih b .bc p k li t r khir dengan Undang­

nd II J Nom r T' h n 2015 ten tang Perubahan Kedua

At ~ Und ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

rint h n Daerah (Lembaran Negara Republik

lnd i Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

N R publik Indonesia Nomor 5679);
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Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintab (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubab dengan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor
63 Tabun 2021);

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentanz
b

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 5165);

4693);

18. P raturan P m rintah ornor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan P ny 1 nggaraan Pernerintahan Da rah kepada

Pemerintab, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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28. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belani

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Sumbawa Barat Tabun 2019 ornor 5 )

telab diubah dengan Peraturan Bupati om r

2020 tentang Perubaban Ata P raturan Bupati

53 Tahun 2019 entang Penjabaran

mba -a6, Tambahan Lembaran Daerah abupaten
Barat Nomor6);

27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 temang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 _-0

26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 errtana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah

Anggaran 2020 (LembaranDaerah Kabupaten umbawa

Barat Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten umba -a Bara

Nomor9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pera

Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentanz Anzsaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba a Barat Tah
2020 Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dae

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 201 0 0

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten urnbawa Bara

Nomor2);

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten ana Pe 0

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita egara Re..........O.J.... e<L~

Indonesia Tahun 2011 Nomor310)'

geri omor RlPeraturan Menteri Dalam

tentang P doman P ne lola

sebagaimana telah diubah b b rap

zeri om r 1P raturan Ment ri Dal m
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1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 119.961.988.394,16

b. Pendapatan Transfer Rp. 607.731.267.486,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 220.131.634.527,19

Jumlah Pendapatan Rp. 947.824.890.407,35

2. BELANJA
Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai Rp. 340.867.229.687,00

b. Belanja Subsidi Rp. 1.222.425.580,00

c. Belanja Hibah Rp. 32.596.679.541,00

d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 14.555.579.300,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Rp. 7.281.799.430,00

Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Rp. 117.034.689.909,00

Prov/ Kab/ Kota dan Pemdes dan

Partai Politik

g. Belanja Tidak Terduga Rp. 17.727.292.475,00

Sub Jumlah Rp. 531.285.695.922,00

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

Pasal 1

PENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN

2020.

PERTANGGUNGJAWABAN

TENTANG PENJABARAN

PELAKSANAAN ANGGARAN
BUPATIPERATURANMenetapkan

MEMUTUSKAN:

P ndap tan dan lanja Daerah Tahun Anggaran 2020

(B rita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

Nomor 40;
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Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pa aI 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran ebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisa j anggaran.

Pasal 3

Ringkasan Laporan R alisasi Anggaran sc agaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pas 1 2

R 1J. 78.080.867,00

d n ,J sa I .342 ... 81,28

f~ I 18. 34. 85.2 0,00

I p. Ill! .r- 4.7 5.008,28

,J rnl: 77. 40.400. -:-,0,28
, ql , II , J ,it (30.1 J .510.522 93)

3. -1M IAYi\AN

n 0.57 .8 a ,41

b. n zeluarar Rp. ,00
-

p. 40.576.8 9.600,41
------

is Lcbih P rl i n n1\ T hun Rp.rk naan 1 .46 .38 .077,48
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KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR - 7BERITADAE

Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal "? ,- .,. 2021

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal '3·~ -;..12021

Pasal 5

usan Bupa i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

e iap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

B pati ini dengan penempa annya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Bara.


